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Abstract. As a country with an overcapacity prison composition of 265,897 people, Indonesia ranks seventh with 

the most prisoners in the world. In response to this, the government has made several efforts to reduce the density 

of prisoners, one of which is by providing remissions. However, granting remissions is actually seen as less 

effective and actually creates differences in the development process in Correctional Institutions (Lapas). Another 

problem is how to overcome the dilemma of granting remission to prisoners from the perspective of the national 

legal system. The research method used in this research is a juridical-normative research method with descriptive 

analytical research specifications which analytically describe the applicable laws and regulations both at home 

and abroad and legal theories linked to research problems. Analysis of legal materials uses qualitative juridical 

analysis. The results of this research indicate that the background to the policy of granting remissions to prisoners 

needs to be tightened so that it can fulfill a sense of justice for society. Apart from that, regarding the policy of 

granting remissions to prisoners, it is necessary to consider the legal framework of similar policies implemented 

in England, Ireland or Canada because the tightening of remissions in these countries has resulted in not all 

prisoners getting remissions or parole. 
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Abstrak. Sebagai negara dengan komposisi narapidana yang overcapacity yakni mencapai 265.897 orang, 

Indonesia menempati urutan ke tujuh dengan narapidana terbanyak di dunia. Menyikapi hal tersebut, beberapa 

berupaya telah dilakukan oleh pemerintah guna mengurangi kepadatan narapidana tersebut salah satunya dengan 

memberikan remisi. Akan tetapi, pemberian remisi tersebut justru dipandang sebagai hal yang kurang efektif serta 

justru memunculkan perbedaan terhadap proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Permasalahan 

lain yakni mengenai bagaimana mengatasi dilematisasi atas pemberian remisi bagi narapidana dalam perspektif 

sistem hukum nasional. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan secara analitis 

peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di dalam maupun di luar negeri dan teori-teori hukum dikaitkan 

dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang atas kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana perlu 

dilakukan pengetatan sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Selain itu, terkait dengan 

kebijakan pemberian remisi kepada narapidana perlu mempertimbangkan kerangka hukum kebijakan serupa yang 

diterapkan di Inggris, Irlandia ataupun Kanada karena pengetatan pemberian remisi yang dilakukan di negara-

negara tersebut mengakibatkan tidak semua narapidana mendapatkan remisi maupun pembebasan bersyarat. 
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PENDAHULUAN 

 Masalah inti dalam sistem penjara atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yakni berupa 

kepadatan yang berlebihan yang mana diakibatkan oleh peningkatan secara terus-menerus 

dalam populasi penghuni lapas selama dekade terakhir. Berdasarkan laporan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), jumlah penghuni lapas di Indonesia berada 
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di angka 265.897 orang per tanggal 24 Maret 2023. Jumlah tersebut telah melebihi total 

kapasitas lapas di dalam negeri yang sebesar 140.424 orang. Sehingga dalam mengatasi hal 

demikian, maka pemerintah memberikan kebijakan pemberian remisi kepada narapidana. 

 Pemberian remisi sejatinya menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi kepadatan 

penghuni lapas. Akan tetapi, justru pemberian remisi ini diberikan tanpa batas dan aturan yang 

jelas, sehingga banyak narapidana yang terpangkas masa hukumannya. Oleh karena itu, 

pengetatan pemberian remisi kepada narapidana dipandang sebagai hal yang harus dilakukan. 

 Pengetatan pemberian remisi setidaknya harus didasarkan atas beberapa faktor antara 

lain, syaratnya harus jelas, adanya kewenangan yang jelas bagi petugas yang berwewenang 

untuk menilai perilaku narapidana di Lapas dan tidak adanya standar yang tepat untuk 

menetapkan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin yang dicatat 

dalam daftar pendaftaran. 

 Berkaca dari persoalan di atas, kondisi serupa setidaknya juga dialami oleh Inggris, di 

Negeri Raja Charless ini, sistem remisi dan skema pembebasan tahanan dini sejatinya telah 

dihapuskan, namun sistem pembebasan bersyarat telah diperluas secara signifikan bagi 

narapidana. Di mana sistem tersebut diberikan setelah mereka menjalani masa hukuman 

setengah dari masa hukuman seluruhnya. Para narapidana yang menjalani hukuman lebih dari 

satu tahun dapat dibebaskan lebih awal dengan izin otoritas, di mana narapidana dapat 

menjalani sisa masa hukumannya sambil tinggal di masyarakat dan mematuhi pedoman khusus 

yang berlaku di sana. Pemberian pembebasan tersebut dibatasi sebesar 20% dari hukuman awal 

dan diperoleh melalui kerja sama dan perilaku positif yang baik selama di penjara. 

 Begitu juga dengan Irlandia, salah satu persoalan yang fundamental dalam sistem 

penjara di negara ini adalah berkaitan dengan kepadatan narapidana selaku penghuni penjara 

dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Sebagai bagian dari pengajuannya ke Thornton 

Hall Review Group pada bulan Mei 2011, The Irish Penal Reform Trust (IPRT) 

merekomendasikan sejumlah alternatif untuk mengurangi populasi narapidana di penjara, 

dengan mencatat hal tersebut pendekatan yang paling efektif untuk membawa populasi penjara 

ke dalam batas tahanan yang aman  adalah untuk membebaskan lebih awal beberapa tahanan 

yang menjalani hukuman. IPRT menyarankan agar hal ini dapat dilakukan dengan cara yang 

aman dan terstruktur dengan beberapa reformasi pada proses pengurangan masa hukuman 

narapidana, yang mana akan lebih baik jika dilakukan penggunaan sistem remisi yang 

terstruktur saat ini. 

 Sebagai negara dengan sistem pemberian remisi terbaik, Kanada baru-baru ini 

mendorong untuk menekankan keselamatan publik, dan pada saat yang sama menekankan 
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perlunya mendapatkan remisi daripada remisi menurut undang-undang dalam Undang-Undang 

Pemasyarakatan dan Pembebasan Bersyarat. Remisi yang diperoleh terbukti dapat menjamin 

keamanan publik yang lebih baik, dengan melakukan reformasi dan mengintegrasikan kembali 

narapidana ke dalam masyarakat, dan dengan demikian, menjaga hak-hak individu. Untuk 

menstimulasi keberhasilan yang lebih besar dalam reintegrasi, dalam laporannya “Peta Jalan 

untuk Memperkuat Keamanan Publik”, laporan ini merekomendasikan peningkatan 

infrastruktur fisik untuk memastikan lingkungan penjara yang lebih sensitif dan terpelihara, 

dan mengembangkan kemampuan kerja, keterampilan kerja melalui pelatihan keterampilan 

sosial, memperbaiki permasalahan yang ada. pemecahan dan pemahaman. 

 Berdasarkan uraian di atas, artikel ini disusun ke dalam dua permasalahan pokok. 

Pertama, urgensi pemberian remisi kepada narapidana di Indonesia? Kedua, dengan 

memperhatikan penerapan pemberian remisi di Inggris, Irlandia dan Kanda, bagaimana model 

pemberian remisi kepada narapidana yang relevan untuk diterapkan oleh Indonesia? 

 Adapun tujuan utama dari penelitian ini antara lain untuk menemukan 

kerangka hukum yang tepat mengenai skema atau model pemberian remisi kepada narapidana 

dan menentukan strategi yang tepat dalam merumuskan parameter aturan terhadap pemberian 

remisi kepada narapidana di Indonesia. Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari 

penelitian ini. Pertama, dengan diperolehnya kerangka hukum penerapan pemberian remisi 

yang tepat kepada narapidana, maka penelitian ini mencoba menjawab serta menawarkan 

sebuah gagasan dalam rangka menjamin amanat Konstitusi dengan mengambil contoh pada 

studi perbandingan terhadap penanganan masalah serupa di Inggris, Irlandia dan Kanada. 

Kedua, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan kajian hukum khususnya dalam bidang hukum pemasyarakatan. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Pendekatan 

perundang-undangan ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengidentifikasi ketentuan 

yang mengatur pemberian remisi yang belum terwujud di dalam regulasi. Sumber bahan hukum 

yang digunakan dalam tulisan ini diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun2022 tentang 

Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Remisi, Undang-

Undang Kejahatan Tahun 1997 Bagian II (Inggris), Undang-Undang Penjara dan Reformasi 
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Tahun 1985 (Kanada) dan Perintah Peradilan Pidana (Irlandia Utara) Oktober 2008. Bahan 

hukum sekunder yang digunakan yaitu buku teks yang berkaitan dengan judul penelitian, hasil 

simposium, jurnal hukum dan majalah atau surat kabar. Adapun bahan hukum tersier yaitu 

bahan yang mendukung atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya 

Black’s Law Dictionary dan Kamus Hukum.  

 Pendekatan Kasus ini dimaksudkan untuk menganalisis berbagai kasus yang 

melibatkan proses pemberian remisi. Sebagaimana judul tulisan ini adalah Dilematisasi 

Pemberian Remisi Bagi Narapidana? Formulasi Berdasarkan Studi Perbandingan Inggris, 

Irlandia dan Kanada, maka penelitian ini menitikberatkan pada penguatan eksistensi pemberian 

remisi beserta skema-skema yang ada didalamnya secara komprehensif. Adapun penelitian ini 

menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kelpustakaan.  

 

HASIL DAN PE LMBAHASAN 

Urgelnsi Pelmbelrian Relmisi kelpada Narapidana di Indonelsia 

 Sistelm lelmbaga pelmasyarakatan juga tellah melngubah paradigma bahwa pelnjara yang 

dulunya melrupakan telmpat pelnyiksaan, kini belrubah melnjadi telmpat pellatihan bagi para 

narapidana untuk melnyadari kelsalahannya dan tidak melngulangi keljahatan agar melnjadi 

manusia selutuhnya. 

 Belntuk pelngakuan/pelrlindungan harkat dan martabat manusia yang dipelnjarakan 

selbagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

telntang Pelmasyarakatan yang melnelntukan bahwa selorang narapidana belrhak melndapatkan 

pelngurangan pidana atau relmisi. Belrdasarkan keltelntuan ini, maka dalam sistelm 

pelmasyarakatan dikelnal delngan Lelmbaga Hukum Relmisi selbagai salah satu sarana pelmbinaan 

seltiap narapidana delngan melmbelrikan pelngurangan masa tahanan telrhadap kelhidupan 

narapidana yang tellah melmelnuhi syarat untuk melmpelrolelh relmisi selbagaimana diatur dalam 

Pelraturan Pelmelrintah. 

 Pelraturan Pelmelrintah Nomor 32 Tahun 1999 telntang Syarat dan Tata Cara Pellaksanaan 

Hak Warga Nelgara Pelmasyarakatan selbagaimana tellah diubah delngan Pelraturan Pelmelrintah 

Relpublik Indonelsia Nomor 28 Tahun 2006 telntang Pelrubahan Atas Pelraturan Pelmelrintah 

Nomor 32 Tahun 1999 telntang Syarat dan Tata Cara telntang Hak Pellaksanaan Warga Binaan 

Pelmasyarakatan, dan telrakhir diubah delngan Pelraturan Pelmelrintah Relpublik Indonelsia Nomor 

99 Tahun 2012 telntang Pelrubahan Keldua Atas Pelraturan Pelmelrintah Relpublik Indone lsia 

Nomor 32 Tahun 1999 telntang Syarat dan Tata Cara Pellaksanaan Hak Pelnghuni Lelmbaga 

Pelmasyarakatan, Dalam pasal ini sellanjutnya diselbut Pelraturan Pelmelrintah Nomor 99 Tahun 
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2012. Seldangkan belsaran relmisi diatur dalam Kelputusan Prelsideln Nomor 174 Tahun 1999 

telntang Relmisi. 

 Hukum melrujuk pada suatu aturan hidup yang selsuai delngan cita-cita hidup belrsama 

dan asas keladilan. Isi dari suprelmasi hukum harus adil. Tanpa keladilan, hukum hanyalah 

kelkelrasan yang diformalkan. Hukum dirasa pelnting keltika melnghadapi keltidakadilan. Dalam 

pelrspelktif politik, hukum dipandang selbagai produk atau kelluaran dari suatu prosels politik atau 

hasil pelrtimbangan dan pelrumusan kelbijakan publik. Namun sellain hukum selbagai produk 

pelrtimbangan politik, telrdapat hukum politik yang melnjadi landasan atau landasan ke lbijakan 

untuk melnelntukan hukum-hukum yang selharusnya belrlaku di nelgara telrselbut.  

 Selsuai amanat Konstitusi yang salah satunya melnghasilkan aturan relmisi, Relmisi pada 

hakikatnya melrupakan hak selluruh narapidana dan belrlaku bagi siapa saja sellama telrpidana 

telrselbut melnjalani hukuman selumur hidup. Pelrmasalahan yang muncul adalah pelnelrapan 

pelrsyaratan relmisi bellum selsuai delngan tujuan yang diharapkan.  

 Delngan delmikian, tujuan pelnellitian ini adalah untuk melngeltahui pellaksanaan relmitansi 

dalam Pelraturan Pelmelrintah Nomor 99 Tahun 2012 telntang Syarat dan Tata Cara Pellaksanaan 

Hak Telrpidana; dan analisis Politik Hukum dan Kelbijakan Pelmelrintah Te lntang Relmisi dalam 

Pelraturan Pelmelrintah Nomor 99 Tahun 2012 Telntang Relmisi pada Pasal 34A dilihat dari Pasal 

34. Jelnis pelnellitian ini adalah kualitatif delngan melnggunakan data selkundelr. Hasil 

pelnellitiannya adalah jika dilihat dari sudut hirarki pelraturan pelrundang-undangan yang diatur 

dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telntang Pelmbelntukan Pelraturan 

Pelrundang-undangan, maka keltelntuan pelmbelrian relmisi kelpada koruptor dalam Pelraturan 

Pelmelrintah Nomor 99 Tahun Tahun 2012 belrtelntangan delngan Pasal 5 UU Pelmasyarakatan. 

Selbab, substansi yang telrkandung dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf a dan b Pelraturan Pelmelrintah 

ini melrupakan norma baru yang belrtelntangan de lngan falsafah, tujuan, dan tujuan. 

Modell Pelmbelrian Relmisi di Inggris, Irlandia dan Kanada 

1. Inggris 

 Belrkaca dari pelrsoalan di atas, kondisi selrupa seltidaknya juga dialami olelh 

Inggris, di Ne lgelri Raja Charlels ini, sistelm relmisi dan skelma pelmbelbasan tahanan dini 

seljatinya tellah dihapuskan, namun sistelm pelmbelbasan belrsyarat tellah dipelrluas selcara 

signifikan bagi narapidana. Di mana sistelm telrselbut dibelrikan selte llah melrelka melnjalani 

masa hukuman seltelngah dari masa hukuman selluruhnya. Para narapidana yang 

melnjalani hukuman lelbih dari satu tahun dapat dibelbaskan lelbih awal delngan izin 

otoritas, di mana narapidana dapat melnjalani sisa masa hukumannya sambil tinggal di 

masyarakat dan melmatuhi peldoman khusus yang belrlaku di sana. Pelmbelrian relmisi 
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telrselbut dibatasi selbelsar 20% dari hukuman awal dan dipelrolelh mellalui kelrja sama dan 

pelrilaku positif yang baik sellama di pelnjara. 

 Jellasnya, dapat dikatakan bahwa pelnjara tidak elfisieln untuk pellanggaran yang 

tidak telrlalu selrius karelna biayanya sangat mahal, dan jellas telrdapat masalah kelpadatan 

pelnjara yang pelrlu diatasi. Program relmisi ini didasarkan pada pelrilaku yang baik akan 

melmakan biaya lelbih seldikit, dan melmbelrikan pelluang bagi pellaku untuk belrkelmbang 

dan mellakukan relformasi di pelnjara dibandingkan hanya melnjalani hukuman. 

Kelpadatan yang belrlelbihan melrupakan salah satu faktor melndasar yang melmicu 

kelkelrasan di dalam pelnjara. Kita harus melngadopsi pelndelkatan kelmanusiaan dan 

belrtujuan untuk melrelformasi dan melrelhabilitasi narapidana belrisiko relndah, telrutama 

relmaja. Hal ini dapat dicapai delngan bantuan program relmisi telrse lbut. 

2.  Irlandia 

 Relmisi melngacu pada pelnghelntian total hukuman pada titik yang dikurangi, 

yang ada dalam sistelm Irlandia belrarti pellelpasan tanpa pelngawasan atau syarat lelbih 

lanjut. Saat ini, ada dua belntuk relmisi hukuman yang diteltapkan dalam Prison Rulels 

2007 atau Pelraturan Pelnjara 2007 melngelnai relmisi standar dan relmisi yang 

ditingkatkan. 

 Di Irlandia, relmisi dipandang selbagai hak yang dapat diaksels ole lh selmua 

narapidana, kelcuali melrelka yang dijatuhi hukuman selumur hidup atau kurang dari satu 

bulan. Hukuman dapat dikurangi selbanyak selpe lrelmpatnya, telrgantung pada ‘pelrilaku 

baik’ sellama di pelnjara. Dalam keladaan telrtelntu, keltika selorang narapidana tellah 

melnjalani aktivitas yang diseltujui selcara khusus dan dipandang melmpunyai elfelk 

melngurangi kelmungkinan narapidana te lrselbut mellakukan pe llanggaran kelmbali, 

tingkat relmisi dapat ditingkatkan hingga selpelrtiga. Altelrnatifnya, relmisi dapat 

dibatalkan selbagian selbagai hukuman disiplin. 

Relmisi di Irlandia melmiliki tujuan elkonomi. Melrelka melnye ldiakan lapangan 

pelkelrjaan bagi banyak guru, peltugas kelamanan dan pelnelliti, selkaligus melngurangi 

kelpadatan pelnjara yang belrlelbihan. Para pelnelliti khususnya mampu melngamati treln 

umum praktik dan pelraturan pellatihan selrta kelbelrhasilan melrelka dalam melrelformasi 

narapidana. Pelngacara Paul Anthony McDe lrmott melnyampaikan bahwa hak relmisi 

narapidana adalah kelputusan elkonomi yang dibangun belrdasarkan ke lbutuhan untuk 

melngurangi kelpadatan pelnjara. Ia melnyampaikan kritiknya atas masalah kurangnya 

dana yang telrjadi dalam praktik relhabilitasi. Hal ini belrarti banyak pellaku keljahatan, 

misalnya pellaku ke ljahatan selksual, yang mungkin masih bisa melndapatkan relmisi 
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karelna belrpelrilaku baik, namun bisa saja dibelbaskan lelbih awal tanpa adanya aksels 

telrhadap praktik relhabilitasi. 

Tanda-tanda yang melnjanjikan tellah ditunjukkan untuk relformasi lelbih lanjut 

guna melmasukkan praktik-praktik relhabilitasi telrselbut. Telrdapat kelbutuhan yang 

signifikan bahwa baik bagi narapidana maupun anggota masyarakat, pelrlu adanya 

jaminan yang le lbih belsar untuk kelsellamatan publik mellalui pelnelrapan praktik 

relintelgrasi. Melntelri Kelhakiman dan Relformasi Hukum, Delrmot Ahe lrn melnunjukkan 

kelseldiaan untuk melmbuat laporan tindak lanjut yang selcara melnyelluruh melmbahas 

kelbutuhan untuk melrangsang pe lndanaan dalam program relhabilitasi delmi melnjamin 

kelsellamatan masyarakat. Olelh karelna itu, kelsellamatan publik dan hak-hak individu 

telrintelgrasi. 

Tidak manusiawi jika Irlandia melnghilangkan selmua kelndali atas kelhidupan 

selorang narapidana. Delngan melmbelri melre lka kelselmpatan untuk melmpelngaruhi nasib 

melrelka selndiri, relmisi melmbawa harapan bagi kelhidupan melrelka yang relntan dan 

melmudahkan narapidana untuk belradaptasi keltika melrelka dibelbaskan. Pilihan relmisi 

melndorong pelngelmbangan keltelrampilan yang dipelrlukan untuk adaptasi, kelmajuan 

dan kelseljahtelraan dalam hidup, yang melrupakan faktor inti yang melmungkinkan 

kelhidupan yang be lbas dan adil dijalani. 

Warisan dari Alelxandelr Maconochiel ini hanya dapat digunakan untuk 

melngubah sistelm relmisi selcara lokal, nelgara bagian, nasional, dan intelrnasional. 

Konselp reltribusi dalam masyarakat mungkin dapat diubah sifatnya melnjadi lelbih 

belrsifat pelngasuhan, relhabilitatif, dan pelmahaman telntang akar pe lnyelbab melngapa 

narapidana melnjadi selpelrti itu. 

Pelngakuan signifikan tellah dibelrikan olelh Delwan Hukum Australia melngelnai 

pelntingnya relmisi selbagai alat untuk melrelformasi kelhidupan narapidana. Hal ini tellah 

didahului olelh Komisi Kelrajaan Naglel yang melnggambarkan pelrlunya melndorong 

produktivitas di antara para tahanan untuk belkelrja melncapai tujuan melrelka, bukan 

hanya selkeldar belrsabar dan melmbiarkan kurangnya upaya dalam mellakukan relformasi. 

Dalam melnelrapkan sistelm relmisi yang luas di selmua nelgara bagian dan feldelral, 

Australia akan diselrtai delngan gelrakan se lrupa di antara nelgara-nelgara Anglophonic 

lainnya telrmasuk Kanada, Irlandia, Irlandia Utara, dan Amelrika Selrikat. Hal ini akan 

melmbantu melmastikan Australia telrmasuk di antara nelgara-nelgara telrkelmuka dan 

belrpelngaruh dalam bidang relformasi tahanan. 
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3. Kanada 

 Relmisi yang dipelrolelh telrseldia untuk selmua pellanggar di Kanada. Pada 

dasarnya, narapidana bisa ‘melndapatkan’ pelmbelbasan lelbih awal delngan jangka waktu 

hingga 15 hari seltiap bulan jika belrpelrilaku baik. Pelnelkanan dibelrikan pada relintelgrasi 

komunitas karelna Undang-Undang Pelnjara dan Relformasi melndelfinisikan pelrilaku 

yang baik selbagai 'me lmatuhi pelraturan dan keltelntuan pelnjara yang melngatur 

keltidakhadiran selmelntara dan delngan belrpartisipasi aktif dalam program yang 

dirancang untuk melndorong relhabilitasi dan relintelgrasi narapidana.' Hal ini dibelntuk 

olelh Undang-undang Pelnjara dan Relformasi. Sistelm klasifikasi Komitel Pelrelncanaan 

Pelmasyarakatan, yang selcara signifikan me lmpelngaruhi standar hielrarki, belrgantung 

pada ancaman kelamanan dalam relmisi melnurut undang-undang dan relmisi yang 

dipelrolelh. 

 Kanada melmiliki salah satu program relmisi paling elfelktif di dunia. Hal ini 

melmbelrikan kelselimbangan yang belsar antara kelbutuhan untuk melndorong pelrilaku 

yang lelbih baik bagi para narapidana dan pada saat yang sama melmastikan 

pelrlindungan jika dipelrlukan bagi anggota masyarakat. Misalnya, pelngadilan 

melmastikan bahwa pelncabutan relmisi akan belrgantung pada pellanggaran pelrdata dan 

pidana, telrutama keltika pellanggaran belrulang. Hal ini telrmasuk kurangnya kelpatuhan 

telrhadap pelraturan intelrnal pelnjara.  

 Hal ini belrbelda delngan selkadar tidak melmatuhi pelraturan elkstelrnal. Dalam R v 

Casselrly, Pelngadilan Provinsi Ontario melnyatakan bahwa kelcuali Prisons and 

Relformatoriels Act atau Undang-Undang Pelnjara dan Relformasi tidak selcara elksplisit 

melnunjukkan bahwa kelgagalan untuk melmatuhi delnda elkstelrnal saat melnjalani 

hukuman akan melnangguhkan kellayakan untuk melndapatkan relmisi, selselorang masih 

belrhak, jika be lrpelrilaku baik atau lelbih baik, direlformasi. Olelh karelna itu, siapa pun 

yang mampu melmatuhi standar yang diteltapkan dalam pelraturan pelrundang-undangan 

sellama belrada di pelnjara; melrelka bisa melndapatkan relmisi. 

 Kanada baru-baru ini melndorong untuk melnelkankan kelsellamatan publik, dan 

pada saat yang sama melnelkankan pelrlunya melndapatkan relmisi daripada relmisi 

melnurut undang-undang dalam Correlctions and Conditional Rellelasel Act atau Undang-

Undang Pelmasyarakatan dan Pelmbe lbasan Belrsyarat. Relmisi yang dipelrolelh telrbukti 

dapat melnjamin kelamanan publik yang lelbih baik, delngan mellakukan relformasi dan 

melngintelgrasikan kelmbali narapidana ke l dalam masyarakat, dan delngan delmikian, 

melnjaga hak-hak individu. Untuk melnstimulasi kelbelrhasilan yang lelbih belsar dalam 
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relintelgrasi, dalam laporannya: 'Pe lta Jalan untuk Melmpelrkuat Ke lamanan Publik', 

laporan ini melrelkomelndasikan pelningkatan infrastruktur fisik untuk melmastikan 

lingkungan pe lnjara yang lelbih se lnsitif dan telrpellihara, dan me lngelmbangkan 

kelmampuan kelrja, keltelrampilan kelrja mellalui pellatihan keltelrampilan sosial, 

melmpelrbaiki pelrmasalahan yang ada. pelmelcahan dan pelmahaman. 

 Hal ini harus dilelngkapi delngan pelngamanan yang melmadai selpelrti 

melningkatkan pelmantauan kelmajuan narapidana, melningkatkan akuntabilitas melrelka, 

dan melnyeldiakan lelbih banyak komunikasi delngan korban. Pelndelkatan Pelrolelhan 

Relmisi selpelrti ini tidak hanya melnjamin kelamanan publik yang lelbih baik delngan 

melndorong pellaku untuk belrpartisipasi dalam relintelgrasi, namun juga mellibatkan 

korban dan melningkatkan hak individu atas kelbelbasan dan ke lhidupan. 

 

KE LSIMPULAN DAN SARAN 

 Belrdasarkan analisis, artikell ini melrangkum belbelrapa masalah inti dan tantangan dalam 

prosels pelngelmbangan industri fintelch syariah telrselbut, yakni Pelrtama, pelngeltatan pelmbelrian 

relmisi juga diselbabkan olelh banyak faktor antara lain: pelrtama, syaratnya harus melmiliki sikap 

yang baik. dipelnuhi olelh narapidana selbagai dasar usulan relmisi; keldua, kelwelnangan peltugas 

untuk melnilai pelrilaku narapidana di lelmbaga pelmasyarakatan tanpa adanya pelngawasan yang 

baik tellah melmbuka pelluang telrjadinya kelkelrasan mellalui pelrilaku me lnyimpang; dan keltiga, 

tidak adanya standar yang telpat yang melneltapkan suatu tindakan yang dikatelgorikan selbagai 

pellanggaran disiplin. 

Keldua, sistelm relmisi yang direlformasi melnawarkan potelnsi untuk melmainkan pelran 

pelnting dalam relintelgrasi tahanan kel dalam masyarakat. Selpelrti yang ditelkankan olelh 

O’Mallely, relmisi dipelrlakukan selbagai selbuah hak, melskipun relmisi dapat hilang selbagian 

atau selluruhnya karelna pelrilaku buruk sellama belrada di pelnjara. Selpelrti di Nelgelri Raja 

Charlels, pelmbelrian relmisi dapat dibelrikan dalam melmpelringati hari-hari belsar Kelrajaan 

maupun hal-hal lain yang dipandang pelrlu. Di Irlandia, relmisi dipandang selbagai hak yang 

dapat diaksels olelh selmua narapidana, kelcuali melrelka yang dijatuhi hukuman selumur hidup 

atau kurang dari satu bulan. Hukuman dapat dikurangi selbanyak selpelrelmpatnya, telrgantung 

pada ‘pelrilaku baik’ sellama di pelnjara. Dalam keladaan telrtelntu, keltika selorang narapidana 

dipandang melmpunyai elfelk melngurangi kelmungkinan narapidana telrselbut mellakukan 

pellanggaran kelmbali, tingkat relmisi dapat ditingkatkan hingga selpelrtiga. Seldangkan, sistelm 

relmisi di Kanada belrfokus pada kelbutuhan akan kelsellamatan publik, selkaligus melmbelrikan 

advokasi kelbutuhan akan relmisi yang dipe lrolelh belrdasarkan Undang-Undang Pelmasyarakatan 
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dan Pelmbelbasan Belrsyarat dan pada tahun 2017 Kanada dilelngkapi delngan pelngamanan yang 

melmadai telrmasuk, melningkatkan pelngawasan telrhadap tahanan di pelnjara kelmajuan melrelka, 

melningkatkan akuntabilitas melrelka dan melnye ldiakan lelbih banyak komunikasi delngan 

korban. 

Delngan delmikian, dalam rangka melndapatkan re lmisi telrselbut juga harus dapat dicapai, 

hal-hal selbagai belrikut, jika telrlibat delngan kelgiatan relhabilitatif (pelndidikan/pellatihan, 

program pelngobatan, dll.) melrupakan suatu ke lharusan, maka program telrselbut harus melmadai 

sumbelr daya dan dapat diaksels. Pelrtimbangan harus dibelrikan pada pelningkatan relmisi yang 

ditargeltkan selcara pasti, selpelrti pelngguna narkoba, yang telrlibat dalam layanan narkoba dan 

lainnya, melkanismel relhabilitasi selbagai bagian dari relncana hukuman telrpadu yang dirancang 

khusus untuk seltiap narapidana. 

Suatu sistelm inselntif harus ditelrapkan kelpada narapidana dalam jangka panjang mellalui 

opelrasi yang ditingkatkan skelma relmisi selhingga melmungkinkan narapidana melndapatkan 

relmisi yang lelbih tinggi (hingga 50%) jika melrelka bisa melnunjukkan keltelrlibatan yang 

konstruktif.  
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